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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjujung tinggi hak asasi manusia 

serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

tanpa terkecuali. (Karjadi, 1981). Hukum merupakan suatu norma/kaidah 

yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan 

kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum 

dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat 

memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan 

perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit 

hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang 

berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan 

suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan 

kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 

hukum pidana.  

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan era baru dalam dunia 

peradilan di Indonesia. Selain merupakan produk nasional yang menggantikan 

hukum ciptaan kolonial, juga memberikan spesialisasi, differensiasi dan 

kompartemenisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mengandung 

koordinasi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penangkapan dan penahanan 

yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan 

demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata masih 

ditemukan tindakan penegak hukum yang menyimpang dari KUHAP, bahwa 

masih ada beberapa kekurangan atau penyimpangan yang berkait dengan 

perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka dalam proses penyidikan, 

sehingga tersangka menderita lahir batin akibat sikap tindak para aparat 

penegak hukum tersebut dan sudah tentu ini merupakan pelanggaran HAM. 

Untuk menjamin perlindungan HAM dan agar aparat penegak hukum 

menjalankan tugasnya secara konsekuen khususnya dalam melaksanakan 

upaya paksa, maka KUHAP telah mengaturnya sehingga penyidik, penuntut 

umum tidak lagi semaunya bertindak yang pada akhirnya akan melanggar hak-

hak tersangka seperti memperlakukan tersangka secara kejam yang 

menyebabkan menurunnya harkat dan martabat manusia/tersangka. 
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Suatu negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly 

Asshiddiqie yang berjudul, ”Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, 

harus memiliki empat unsur pokok, yaitu : 

a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;  

b) negara didasarkan pada teori trias politica;  

c) pemerintahan didasarkan pada undang-undang (wetmatig bestuur);  

ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus 

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige 

overheidsdaad).(Asshiddiqie, 2006) 

Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, 

yaitu(Soemantri, 1992) : 

a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar 

atas hukum atau peraturan perundang-undangan;  

b) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);  

c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara;  

d) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. 

Atas dasar ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh beberapa para 

pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip 

kebebasan dan persamaan di depan hukum (equality before the law). 

Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang 

bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat. Dengan demikian 

hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan 

bukanlah merupakan unsur yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua 

perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan 

diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan 

sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan 

penjeraan bagi si pelanggar hukum. 

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan era baru dalam dunia 

peradilan di Indonesia. Selain merupakan produk nasional yang menggantikan 

hukum ciptaan kolonial, juga memberikan spesialisasi, differensiasi dan 

kompartemenisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mengandung 

koordinasi dalam pelaksanaan tugas tersebut. 

KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa 

konsekwensi bahwa alat negara dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk 

meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam berfikir, maupun 

dalam bersikap, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan 

mejunjung tinggi hak asasi manusia, terutama mereka yang tersangkut dalam 
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peradilan pidana yang mengharuskan penegak hukum melakukan tindakan 

paksa. Upaya paksa dapat dikemukakan di sini adalah sebagaimana tercantum 

dalam KUHAP BAB V Bagian Kesatu tentang Penangkapan (Pasal 16-19), 

Bagian Kedua tentang Penahanan (Pasal 20-31), Bagian Ketiga tentang 

Penggeledahan (Pasal 32-37), Bagian Keempat tentang Penyitaan (Pasal 38-

46), Bagian Kelima tentang Pemeriksaan Surat (Pasal 47-49). Namun secara 

spesifik penulis hanya membahas tentang upaya paksa mengenai 

penangkapan dan penahan yang dilakukan penyidik Polri.  

Namun harus diingat pula bahwa aparat penegak hukum adalah manusia 

biasa yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah, upaya paksa yang 

sesungguhnya sudah merupakan suatu nestapa bagi tersangka ternyata masih 

ditemukan kejadian-kejadian yang cenderung tidak sesuai dengan apa yang 

digariskan undang-undang. Penegak hukum dalam hal ini Polri sebagai 

penyidik di dalam melakukan tindakan upaya paksa masih sering melakukan 

tindakan-tindakan kekerasan fisik sehingga menimbulkan penderitaan bagi 

tersangka. 

Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi apabila penegak hukum dalam 

hal ini polisi dalam bertindak, lebih memahami serta menghayati dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti diamanatkan dalam Pancasila 

dan UUD 1945 dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 

Sebagaimana ketentuan pokok Konvensi Internasional yang Menentang 

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 

Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia InternationalConvention 

Against Torture and Other, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (selanjutnya disingkat Konvensi Anti Penyiksaan), telah diatur 

pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental dan perlakuan atau 

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan maratabat 

manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan 

persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak 

dalam jabatannya. 

Penangkapan dan penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan 

untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam 

masyarakat, ternyata masih ditemukan tindakan penegak hukum yang 

menyimpang dari KUHAP, bahwa masih ada beberapa kekurangan atau 

penyimpangan yang berkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) 

tersangka dalam proses penyidikan, sehingga tersangka menderita lahir batin 

akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut dan sudah tentu ini 

merupakan pelanggaran HAM. 
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Untuk menjamin perlindungan HAM dan agar aparat penegak hukum 

menjalankan tugasnya secara konsekuen khususnya dalam melaksanakan 

upaya paksa, maka KUHAP telah mengaturnya sehingga penyidik, penuntut 

umum tidak lagi semaunya bertindak yang pada akhirnya akan melanggar hak-

hak tersangka seperti memperlakukan tersangka secara kejam yang 

menyebabkan menurunnya harkat dan martabat manusia/tersangka. Hal-hal 

yang diuraikan tersebut menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk 

penelitian yang berjudul: “Kajian hukum ratifikasi konvensi Internasional 

yang menentang penyiksaan dikaitkan dengan pelaksanaan upaya paksa 

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. 

Penyiksaan dan upaya paksa adalah isu yang senantiasa menghantui hak 

asasi manusia di seluruh dunia. Kehadiran dan penyebaran fenomena ini telah 

menimbulkan keprihatinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Penyiksaan dan upaya paksa bukan hanya melanggar hak-hak dasar individu, 

tetapi juga mengguncang fondasi moral dan etika dalam masyarakat. Dalam 

konteks hukum positif di Indonesia, tantangan besar muncul dalam upaya 

memberantas praktik-praktik ini dan memastikan perlindungan hak asasi 

manusia yang memadai. 

 

B. TUJUAN PENULISAN 

Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai isu penyiksaan dan upaya paksa dalam konteks hukum 

positif di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, buku ini bertujuan 

untuk: 

1. Menjelaskan konsep dan definisi penyiksaan serta upaya paksa dalam 

kerangka hukum positif Indonesia. 

2. Menganalisis perkembangan hukum terkait penyiksaan dan upaya paksa 

di Indonesia dari masa ke masa. 

3. Mengidentifikasi peraturan hukum yang berkaitan dengan pencegahan, 

penegakan, dan penindakan terhadap kasus-kasus penyiksaan dan upaya 

paksa. 

4. Mengevaluasi dampak hukum dan sosial dari praktik penyiksaan 

terhadap individu dan masyarakat. 

5. Mempertimbangkan kasus-kasus penting yang telah terjadi dalam 

konteks penyiksaan dan upaya paksa di Indonesia. 

6. Menyoroti upaya perlindungan dan penegakan hukum yang ada serta 

tantangan yang dihadapi dalam mengatasi penyiksaan dan upaya paksa. 

7. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum dan perlindungan hak 

asasi manusia yang lebih efektif. 
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C. SIGNIFIKANSI PENULISAN 

 Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang 

komprehensif tentang isu penyiksaan dan upaya paksa dalam kerangka hukum 

positif Indonesia. Informasi yang disajikan dalam buku ini akan berguna bagi 

para peneliti, praktisi hukum, akademisi, dan mereka yang tertarik dalam isu-

isu hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, buku ini 

diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam upaya mencapai perubahan 

positif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di 

Indonesia. 
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